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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh banyak hal, salah 

satunya adalah pendidikan. Semua ini dikarenakan garapan bidang pendidikan 

yang pada hakikatnya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Seperti bangsa 

Indonesia yang mempersiapkan bangsanya sebagai pelaksana dan penerus 

pembangunan nasional dalam segala bidang, baik di masa sekarang maupun di 

masa mendatang. Oleh karena itu wajar apabila masalah pendidikan tidak akan 

pernah ada habisnya untuk dibicarakan oleh siapapun dan dimanapun. 

Lembag pendidikan merupakan suatu wadah yang mempunyai peranan 

penting dalam era globalisasi saat ini.Tidak cukup hanya dengan 

terselenggaranya pendidikan formal saja,pendidikan non formal merupakan 

elemen yang sangat penting untuk tercapainya cita-cita Bangsa. 

Lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan salah satu wadah yang perlu 

untuk diberikan perhatian khusus mutu pendidikannya.Kehadirannya 

diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi 

perbaikan generasi muda baik pada tataran intelektual,teoritis,maupun 

praktis.
1
 

Taman pendidikan Al-Qur’an yang lebih dahulu disingkat dengan TPA dan 

sekarang menjadi TPQ adalah sebuah system pendidikan dan sarana pelayanan 

keagamaan non formal yang dirancang khusus bagi anak-anak dan remaja 

                                                           
1
 Team Penyusun monitoring DEPAG Kab.Sidoarjo,Pelatihan Adminitrasi Lembaga Pendidikan 

Al-Qur’an-Forum Komunikaasi Kepala TPQ Kab.sidoarjo 



2 
 

 

muslim.
2
Menurut As’ad Humam, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah 

“lem baga pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an untuk anak usia SD (7-12 

tahun)”.
3
  Sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (disingkat TPA/TPQ) adalah lembaga atau kelompok masyarakat 

yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang 

bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur’an sejak usia dini, 

serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, 

sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih 

tinggi.
4
 

Taman Pendidikan Al-Qur’an,melalui Undang-undang Sisdiknas tahun 

2003 Pada Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 26,
5
sesungguhnya telah 

memeperoleh payung hukum dalam penyelenggaraanya. Termasuk pengakuan 

pemerintah terhadap peranannya sebagai bagian pendidikan pada umumnya 

yang memiliki fungsi strtegis dalam meningkatkan sumberdaya manusia 

Indonesia yang menjiwai Pancasila. 

Dalam Bab II, Pasal 5, item 1 Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 

dijelaskan bahwa : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan bermutu. Selanjutnya dalam Bab VI,Bagian 

Kelima,Pasal 26, Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 dijelaskan bahwa 
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TPA/TPQ menempati bagian dari peran strategis pendidikan non-formal 

yakni: 

a) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

b) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

c) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

d) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
6
 

 

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan A-Qur’an cukup 

pesat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya sambutan dan dukungan yang cukup baik dari 

masyarakat dan juga menunjukkan kepedulian pelaku pendidikan dalam 

penanaman nilai keimanan dan ketaqwaan demi tercapainya tujuan pendidikan 

bersama.Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna apabila 

suatu lembaga pendidikan tidak diimbangi dengan mutu pendidikan yang 

berkualitas, padahal dengan mutu pendidikan yang berkualitas suatu lembaga 

akan mendapatkan apresiasi dan antusiasme dari publik yang luar biasa,karna 

dengan kualitas yang unggul lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang 

favorit. 
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Mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuasakan 

kebutuhan pelanggan.Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu  mencakup 

input, proses, dan output suatu pendidikan. Dan disandarkan pada Undang-

undang Sikdiknas tahun 2003 pada Bab VI Bagian Kelima, Pasal 26,
7
  

memiliki potensi untuk menjadi mitra sekolah dalam  meningkatkan membaca 

dan menulis serta pemahaman Al-Qur’an melalui Muatan Lokal Baca Tulis 

Al-Qur’an yang wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama islam 

sebagai mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran lain. 

Dalam perjalannya lembaga pendidikan Al-Qur’an di Sidoarjo,dalam 

peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 17 tahun 2006,yang kemudian 

dijelaskan dalam peraturan Bupati nomor 36 tahun 2007 tentang kewajiban 

lembaga formal untuk menyelenggarakan muatan lokal baca tulis Al-Qur’an 

akan memberi peluang seluas-luasnya dan sekaligus ancaman bagi keberadaan 

lembaga pendidikan Al-Qur’an,yang telah diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan 

Keagamaan Republik Iidonesia
8
  

Peluang diatas dapat dicapai apabila setiap lembaga pendidikan Al-Qur’an 

memiliki komitmen yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan 

keagamaan yang bermutu, memiliki stndart mutu yang menjamin 

keberlangsungan lembaga, serta mampu memberikan jaminan mutu 
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penyelengggaraan kepada masyarakat dan atau sebagai penguatan jasa 

pendidikan. 

Sebaliknya peraturan tersebut diatas bisa menjadikan ancaman bagi 

lembaga pendidikan Al-Qur’an.Ancaman tersebur diakibatkan oleh beberapa 

faktor antara lain : Jika masih memepertahankan system lama/tradisional 

maka disatu sisi lembag pandiaikan Al-Qur’an lambat laun akan ditinggalkan 

santrinya, dikarena mereka telah memperoleh pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTQ) di sekolah. Di sisi lain sekolah enggan menjalin kerjasama dengan 

lembaga pendidikan Al-Qur’an karena terbentur oleh PP No.55 tahun 2007 

pasal 4 ayat 4 yang menyatakan kerjasama tentang penyelenggaraan 

pendidikan agama dengan penyelenggaraan pendidikan agama di masyarakat 

memperhatikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
9
 

TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan non-formal dalam rangka 

mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur’an dan 

mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sudah selayaknya 

dikelola dengan baik sebagai wujud akuntabilitas (melaksanakan amanah) atas 

kepercayaan masyarakat untuk mendidik putra-putrinya,melatih kognitifnya 

dengan memberikan pengetahuan baca tulis Al-Qur’an dan merangsang 

afektifnya,dengan menanamkan sikap yang baik (akhlakul karimah) kepada 

anak,dan melatih psikomotoriknya dengan prilaku yang di dasarkan pada 

nilai-nilai Al-Qur’an,dan tentunya dengan tidak meninggalkan aspek 

psikologis anak, namun selama ini pendidikan Al-Qur’an dibiarkan tumbuh 
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dan berkembang secara sporadis tanpa ada pedoman standat penyelenggaraan 

pendidikan keagamaan non formal dari pemerintahan.
10

 

Tercapainya suatu lembaga pendidikan Al-Qur’an yang mempunyai mutu 

pendidikan yang berkualitas,tidaklah hanya cukup dengan proses pendidikan 

yang dilakukan secar tertib dan profesional,namun banyak hal yang terkait 

antara yang satu dengan yang lain yang menjadi system dalam suatu dunia 

pendidikan yang wajib kita urai.Sehingga dalam penerapan system 

penjaminan mutu untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang 

berkualitas maka perlu adanya pengecekan secara berkala oleh pihak internal 

dan eksternal, pengecekan harus dilakukan secara berkala, sistematis dan 

mandiri untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan tindakan 

perbaikan, serta menjaga tata asas lingkungan organisasi.
11

  

Pengecekan secara berkala oleh pihak internal/eksternal atau yang biasa 

di sebut audit sangat bermanfaat bagi lembaga untuk menjaga konsistensinya 

terhadap efesiensi yang harus dipertahankan, karena dengan audit eksternal 

atau internal maka akan didapatkan masukan yang sangat berguna bagi 

lembaga tersebut. Melalui audit , dapat diketahui sampai sejauh mana para 

penanggung jawab melaksanakan ketentuan kerja, setandar yang ditetapkan, 

prosedur dan instruksi kerja yang nyata dan kondisi lingkungan kerja yang 

harus dipatuhi serta disiplin terhadap dokumen-dokumen yang digunakan, 

serta untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal yang dalam hal ini 

                                                           
10

 Salahudin,Tipologi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an.Jurnal Edukasi Edisi 3,Vol 2 Tahun 

2013,Sidoarjo ,UMSIDA. 
11

 Bambang H, dan Sulistijarningsih Wibisono (1996).  “ISO 9000 Sistem Manajemen 

Mutu.”  Ghalia Indonesia.  Jakarta. 



7 
 

 

dikhususkan kepada pendidikan Al-Qur’an maka pengecekan secara berkala 

atau audit mutu haruslah dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi 

sesuai bidangnya,sehingga akan dapat terpetakan kesesuaian dan ketidak 

sesuaian penerapan sistem mutu pendidikan yang ada. 

Oleh karena itu dalam rangka mengimplentasikan kebijakan tata kelola 

pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an 

terdapat dua langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama yakni 

Sertifikasi dan Akreditasi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an.
12

 Dua hal 

yang menjadi perhatian utama dikeluarkannya kebijakan sertifikasi dan 

akreditasi TPQ oleh Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo yakni : pertama, 

pemutaakhiran dan pengukuran data Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan fungsi ini 

tentunya harus dibarengi dengan standarisasi penyelenggaraan pendidikan Al-

Qur’an. yakni kelayakan minimal sebuah lembaga penyelenggaraan 

pendidikan Al-Qur’an untuk bisa disebut sebagai lembaga pendidikan Al-

Qur’an. Kelayakan minimal tersebut bisa dilihat dari pengorganisasian 

lembaga pengelola, adminitrasi lembaga, kelengkapan kegiatan belajar-

mengajar, kopentesi Kepala TPQ ustadz dan kegiatan belajar mengajar.Kedua, 

selama ini Taman Pendidikan Al-Qur’an dibawah pembinaan Kementerian 

Agama Kabupaten Sidoarjo,belum menemukan standar system 

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tolak ukur meningkatkan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an kepada 
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masyarakat.Oleh karena itu kebijakan kedua ini diarahkan kepada penerapan 

stndar penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan Al-Qur’an. 

Menurut data EMIS (Education Management Information System) yang 

berada di Kantor Kementerian Agam Kabupaten Sidoarjo diketahui jumlah 

lembaga pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Sidoarjo cukup besar yakni : 

2299 lembaga pendidikan Al-Qur’an dari 18 Kecamatan.
13

 Dari data tersebut 

bisa disimpulkan bahwasannya kepedulian dan antusias para pelaku 

pendidikan akan pentingnya pendidikan non formal yakni pendidikan Al-

Qur’an sangatlah besar dan di butuhkan oleh masyarakat. Dan disandarkan 

pada Undang-undang Sikdiknas tahun 2003 pada Bab VI Bagian Kelima, 

Pasal 26 ,memiliki potensi untuk menjadi mitra sekolah dalam  meningkatkan 

membaca dan menulis serta pemahaman Al-Qur’an melalui Muatan Lokal 

Baca Tulis Al-Qur’an yang wajib diajarkan kepada peserta didik yang 

beragama islam sebagai mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran 

lain. 

Upaya untuk meperbaiki tata kelola pengembangan dan peningkatan 

mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an,Pemerintah menerapkan dua 

kebijakan yang mengupayakan keberhasilan suatu sitem pendidikan non-

formal dengan cara sertifikasi dan akreditasi penyelenggaran pendidikan Al-

Qur’an.Keberhasilan dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah tersebut 

tidak lepas dari kinerja suatu lembaga TPQ dan sumberdaya yang tersedia. 
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Bedasarkan hal tersebut,dengan alasan-alasan  yang di sebutkan di 

atas,maka penulis ingin meneliti tentang : Hubungan Audit Mutu Eksternal 

Terhadap Kinerja Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Korwil 

VI Kecamatan Taman Sidoarjo dalam meningkatkan tata kelola 

pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an 

yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Forum 

Kominikasi Kepala TPQ (FKK TPQ) Sidoarjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah  hubungan audit mutu eksternal terhadap Kinerja Lembaga TPQ di 

Korwil VI Kecamatan Taman Sidoarjo ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan adalah merupakan target yang hendak dicapai dalam 

melakukan suatu kegiatan berdasarkan rumusan masalah yang di rumuskan 

penulis di atas, tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan audit mutu eksternal terhadap Kinerja 

Lembaga TPQ di Korwil VI Kecamatan Taman Sidoarjo. 

D. Hipotesis penelitian 

 Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata 

“hypo” yang artinya di bawah dan “thesa” yang artinya kebenaran. Jadi 
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hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa 

Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis.
14

 

Menurut A. Hamid Syarif, hipotesis penelitian merupakan jawaban 

sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara 

empiris. 

Sedangkan Sutrisno Hadi, hipotesa statistik adalah suatu dugaan yang 

merupakan suatu pernyataan tentang keadaan parameter yang didasarkan atas 

probabilitas distribusi sampling dari parameter itu.
15

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik dengan data
16

 yang perlu dibuktikan 

kebenarannya yaitu: 

1. Hipotesis Kerja (Ha) atau disebut hipotesis alternatif yang menyatakan 

hubungan antara variable X dan variable Y atau adanya perbedaan antara 

dua kelompok.
17

 Dalam penelitian ini hipotesis kerja (Ha) adalah ada 
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Hubungan Audit Mutu Eksternal Terhadap Kinerja Lembaga TPQ di 

Korwil VI Kecamatan Taman Sidoarjo. 

2. Hipotesis Nihil (Ho) atau Hipotesis yang sering juga disebut hipotesis 

statistik, karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik 

yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak 

adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel 

X terhadap variabel Y.
18

 Dalam penelitian ini hipotesis nihil (Ho) adalah 

tidak ada Hubungan Audit Mutu Eksternal Terhadap Kinerja Lembaga 

TPQ di Korwil VI Kecamatan Taman Sidoarjo. 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah di sebutkan, 

maka dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga (baik almamater 

maupun obyek penelitian), bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi 

penulis : 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan 

audit eksternal lembaga pendidikan yang berfokus dalam meningkatkan 

mutu suatu lembaga pendidikan Al-Qur’an,dan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Penelitian yang dilakukan penulis dengan segala prosesnya akan 

menjadi pengalaman yang berarti bagi peneliti dalam mengarungi dunia 

pendidikan selanjutnya . 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat analisis lembaga 

pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu suatu lembaga 

pendidikan Al-Qur’an, khususnya pada lembaga yang saat ini sedang 

diteliti oleh penulis. 

F. Penegasan Istilah dalam Judul 

Untuk menjaga dari perbedaan atau kekeliruan pemahaman judul maka 

dalam penelitian ini, penulis jelaskan maksud yang terkandung di dalam judul 

penelitian ini adalah : “Hubungan Audit Mutu Eksternal Terhadap Kinerja 

Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Korwil VI Kecamatan 

Taman Sidoarjo” yaitu Audit yang dilakukan dalam suatu organisasi/lembaga 

untuk menentukan  dari penerapan sistem mutu yang mereka gunakan di 

lembaga pendidikan Al-Qur’an tersebut dalam hal mengetehui sejauh mana 

tata kelola pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan 

Al-Qur’an dan kinerja lembaga Al-Qur’an di Korwil VI Kecamatan Taman 

Sidoarjo”. 

Dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah untuk mengetahui 

sejauhmanakah audit dan hasil audit yang dilakukan oleh Kementrian Agama 

Kabupaten Sidoarjo dan Forum Komunikasi Kepala TPQ Kecamatan Taman 

Sidoarjo,kepada lembaga pendidikan Al-Qur’an yang dinaungi oleh Forum 
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Komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al-Qur’an Kecamatan Taman 

Sidoarjo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka 

pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V BAB. Uraian sistematika 

pembahasan yang terkandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai 

berikut: 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai susunan skripsi ini, maka 

perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang secara garis besar terdiri 

dari lima bab yang terdiri dari : 

 

BAB I PENDAHULUAN: 

Terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

hipotesis,manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. Adapun fungsinya adalah untuk menertibkan dan 

mempermudah pembahasan karena hubungan antara sub-sub sangat erat 

kaitannya dengan yang lain dan mengandung arti yang saling berkaitan. 

 

BAB II  KAJIAN TEORI : 

A. Penjelasan tentang Kinerja,pengertian kinerja,factor yang 

mempengaruhi kinerja,pinilaian kinerja,indikator kinerja,pengertian 

lembaga  dan mutu TPQ. 

B. Penjelasan tentang audit,jenis-jenis audit, dan tipe audit. 
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C. Penjelasan tentang hubungan audit mutu eksternal terhadap kinerja 

lembaga TPQ. 

Adapun fungsi dalam BAB II ini adalah sebagai dasar pengetahuan ilmiah 

yang sangat memerlukan penyusunan secara sistematis, metodis, karena ini 

merupakan jembatan yang akan menghasilkan bukti-bukti yang konkrit 

terhadap obyek yang hendak diteliti. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menggambarkan secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian,variabel, indikator dan 

instrumen penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

 

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN : 

Hasil penelitian dan analisis data. Bab ini secara khusus akan memaparkan 

temuan-temuan data di lapangan atau yang sering disebut dengan laporan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum atau latar belakan, penyajian data, 

analisis data.Sedangkan dari hasil penelitian dan analisis data berisi tentang 

deskripsi responden, deskripsi hasil penelitian, pengukuran hasil uji validitas, 

uji releabilitas, uji normalitas, uji hipotesis dan pembahasan mengenai 

Hubungan Audit Mutu Eksternal Terhadap Kinerja Lembaga Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Korwil VI Kecamatan Taman Sidoarjo. 
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disesuaikan dengan jawaban yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam 

rumusan masalah diatas. 

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN : 

A. Kesimpulan sebagai pengertian terakhir yang diambil berdasarkan 

pemahaman sebelumya, baik secara teoritis maupun praktis. 

B. Saran-saran dikemukakan sesuai dengan permasalahan demi perbaikan 

atau sebagai sumbangan pemikiran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


